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Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (95),
Pasal 10 ayat (7), Pasal 12 ayat (6), dan Pasal 14 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga dan memperhatikan ketentuan Pasal 23
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan telah
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
94 /PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan
Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga dan  Pengesahan  Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan

dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
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Mengingat

Menetapkan

Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran;

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan
penganggaran, dan penelaahan rencana kerja dan
anggaran kementerian negara/lembaga, serta
menyesuaikan dengan kebijakan penganggaran, perlu
mengatur kembali ketentuan mengenai petunjuk
penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran
kementerian negara/lembaga dan pengesahan daftar
isian pelaksanaan anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan  Menteri Keuangan  tentang  Petunjuk
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK
PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  DAN
PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.

Kementerian @ Negara yang  selanjutnya  disebut
Kementerian adalah  perangkat Pemerintah yang
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
Lembaga adalah organisasi non-Kementerian dan
instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk
melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
atau peraturan perundang-undangan lainnya.
Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang
bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan pada
Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran Kementerian/Lembaga.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA
untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggung  jawab penggunaan anggaran pada
Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian
Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat APIP K/L
adalah  Inspektorat Jenderal/Inspektorat  Utama/
Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional
melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung
jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.
Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian

Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja K/L
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L
adalah dokumen rencana keuangan tahunan
Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian
anggaran Kementerian/Lembaga.

Pagu Indikatif adalah ancar-ancar anggaran yang
diberikan  kepada = Kementerian/Lembaga  sebagai
pedoman dalam penyusunan Renja K/L.

Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang
selanjutnya disebut Pagu Anggaran K/L adalah
batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada
Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan
RKA-K/L.

Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang
selanjutnya disebut Alokasi Anggaran K/L adalah batas
tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada
Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil pembahasan
Rancangan APBN yang dituangkan dalam berita acara
hasil kesepakatan pembahasan rancangan APBN antara
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu
kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas
dan kualitas terukur.

Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan
visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya
mencerminkan tugas dan fungsi eselon I atau unit
Kementerian/Lembaga yang berisi kegiatan untuk
mencapai hasil (outcome) dengan indikator Kinerja yang
terukur.

Kegiatan adalah penjabaran dari Program yang
rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon
II/satuan kerja atau penugasan tertentu
Kementerian/Lembaga yang berisi komponen Kegiatan
untuk mencapai keluaran (output) dengan indikator

Kinerja yang terukur.
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Sasaran Strategis Kementerian Negara/Lembaga adalah
kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh
Kementerian/ Lembaga yang mencerminkan pengaruh
yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu Program atau
beberapa Program.

Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari
suatu Program dalam rangka pencapaian Sasaran
Strategis Kementerian/Lembaga yang mencerminkan
berfungsinya keluaran.

Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai dari
suatu Kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran
Program yang mencerminkan berfungsinya keluaran
(output).

Keluaran (Output) adalah barang/jasa yang dihasilkan
oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
Prakiraan Maju adalah proyeksi indikasi kebutuhan dana
untuk mencapai tingkat Kinerja yang ditargetkan dalam
jangka menengah.

Angka Dasar adalah indikasi pagu Prakiraan Maju dari
Kegiatan-Kegiatan yang berulang dan/atau Kegiatan-
Kegiatan tahun jamak berdasarkan kebijakan yang telah
ditetapkan dan menjadi acuan penyusunan Pagu
Indikatif dari tahun anggaran yang direncanakan.
Inisiatif Baru adalah usulan tambahan rencana Kinerja
selain yang telah dicantumkan dalam Prakiraan Maju
yang berupa Program, Kegiatan, Keluaran (Output),
dan/atau komponen.

Kelayakan Anggaran adalah penghitungan besaran
kebutuhan anggaran untuk menghasilkan sebuah
Keluaran (Output) dengan mempertimbangkan satuan
biaya yang paling ekonomis dan spesifikasi yang
memadai pada tahap perencanaan.

Kesesuaian adalah keterkaitan atau relevansi antara
objek dengan instrumen yang digunakan.

Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat
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